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Usulan Daerah Otonom Baru
Marak meski Dimoratorium

| &5 P o y
Hingga 1 Juni 2026 tercarat ada 375 usulan daerah otonom baru. Namun, pemerintah fokus
| menvelesaikan regulasi penataan daerah vang ditargetkan rampung pada akhir 2020,

| JAKARTA, KOMPAS — Meski kebi-
| jakan momtoriom pemekaran
| daerah masih berlalu, usulan
| pembentukan daerah olonom
| baru (DOB)Y tetap mavak. Hing
| gn awal Juni 2026 bercatat ada
5 usilan DO yang masuk ke
| Kementerian  Dalam Meger,
Pemerintah  memprioritaskan
| evalussi perkembangan dan ki-
| nerja dari 227 DOB yang di
| hentuk sejuk 1999 hingga 2022
ketimbang mepbuka kevan pe
| mekaran,

Hal i mengenmuka dalam
| Rapat Kerja dan Rapat Dengar
| Pendapat Kementerian Dalam
| Negert (Kemendagr) bersama
Komisi 11 DPR di Kompleks
Parlemen,  Jakarts,  Kamis
| (/0 202a)
akil Menteri Dalam Negeri
| Bima Arva Suglato memapar
| ke, usulan pembentukan DOB
| yang masuk ke Kemendagri
| hingg 1 Juni 2026 mencapai
| 475, Usulan terdiri atas 46 usul
an provinsi, 276 kabupaten hi-
i, 41 kota, 7 dacrah istimewa,
dan 5 daerah istimewa khusus,

Sementara sejak keran pe-
| mekaran daerah dibuka pada

1999 hingea 2022, tercatat ada
| 227 POK. Hasil pemekaran itu
terdiri dar 12 provinsi, 181 ka
bupaten, dan 34 kota, Sebagian
Iresar daceabs baru ini dilentulk
karena perkembangan kawasan
| perkotaan  dan  penambahan
Jumilah pendudul,

Menurut Bima, cvaluasi Ler
| hadap 227 DOB tengal dilaku-
keany dalam berbagai macam di-
| mensi, Dengan demikian, ter-
gambar  sjaub mana  dac

rabi-dacrah berlasil memenuhi
tujuan pemekaran yang salsh
satunya adalah kesejahteraan
masyarakal,

"Jadi. kita akan fokus pada
eviluast, Ini hagian tidak terpi-
sabilan divi langkalt pemben
tukan daersh haru,” kata Bima,

Hasil cvaluasi itu akan men
jadi pertimbangsn dalam pem-
bahasan Rancangan Peraturan
Pemerintale (KPF] Penataan
Dacrah dan BRPP Desain Besar
Penatann Duersh (Desariads),
Sesual dengan kesimpulan va
pat dengan DPR ini, kata Hims,
kedua produk hukum i ditar
getkan rampung paling lambial
Desember 2026,

Ia menekankan, pertimbang-
an dalam pembahasan i hasus
lehih - mengedepankan faktior
chonoind, geogyafi, kultural, das
Tl faktul Tain: Setelah i, barm
peinerintah akan memutuskan
untuk melakukan pemekaran
wiilavah atau tidak.

"W, tugas kami adalah mels-
kukan evaluasi dan menvisun
RIM tadi sehingga nanti secara
akademis, realistis, empiris, da
erah-daer; ng meme-
nuhi
vang tidak, Kemudian, kan, di-
bahas kembali bersama DPR
dan diserahkan kepada Presi-
det. nanti keputusan politiknya
ada di situ,” paparnya,

Sejauby ini, evaluasi menun
Jukkan tidak semua daersh bara
ini membuahkan hasil vang me
muaskan, Bima menjelaskan,
dard sisi indeks pembangunan
manusia tahun 2023, mis nya,
haoya dua provins hasil pome-

learan yang berada di atas ra-
La-rata nasional, vaitu Kepulao-
an Riau dan Banten.

“Data ini menunjukln hah-
wa di antara hasil DOB peme
karan masih adis kesenjangan
kualitas pembangunan manusia
yang fentu penting bagh kits
untuk diberikan atensi” kata
Hima,

Selain itu, pemcrataan pem
Tangunan masimenjadi sorot-
an boggd sebagian besar dacrah
pemekaran, Kapasitas fiskal i
dacrah pemekaran juga berva
rlasi.

Scbagian dacraly menunjuk
leam kermampuan fiskal yang -
at. di’ antaranva Banten dan
Kepulauan Rise, Hal itu ditan-
dai dengan kontribusi penda
patan ash daerh (PADY) yang
lebih besar dibandingkan dana
transfer dari pusst.

Sementara itu. Komisi [T
17PR meminta Kemendagri un-
tuk memenuhi target vang di
sepakatl, yakni menverahlkan
draf IRPP Deeain Gesar Penata-
an Daerah dan RPP Penataan
Draerah paling Lunbat akhir De-
sember 2020, kedua RPP itu
merupakan pavung hukun pe
mekaran  dserah, seperti di-
amanatkan  Undang:Undang
Pemerintahan Dasrah,

Pertimbangan anggaran
Wakil Ketua Komisi [1 DPRU
dari Fraksi Partai Gerindra
DBahtra Danong mengakul, de-
sakan pemekaran disampaikan
sejumlah  daerab  Sementara
penataan daersh juga menjadi
agenda strategis nasional yang

selama lebilh dard 10 tabun ber-
ada calam nang lunmon ke-
bijakan.

"D sisi lain, negar jugs
menghadapi tuntutan obyektif
untuk meningkatkan elektivitas
pemerintahan  dacraly  dalam
mempercepal pelayanan pub-
lik, “memperpendek  rentang
kendali  pemerintshan,  sera
nenenrangl keserjangan pein
hangunan antarwilaysh,” kats-
nva

Pembentukan daerah harg,
kata Bahtra harus mempertim
hanghkan kevangan negara ka-
ena sangat membebanl ang
garan, Apalagi, pemekaran da-
cralt sclama ind justru banyak
melshirkan persoalan han, ter-
utama berkaitan dengan keter
gantungin terhadap pusat,

Oleh karena i, Babitra me
nekankan, vang menjadi sorot-
are bukan jumlah dacrah vang
dimekarkan, melsinkan hagai-
Il Regara memastikan se
Hap kehijakan penstaan daerah
ini menghasilkan pemerintah-
an wvang lehih efektif,. Dengan
demikian, pembangunan bisa
lebih merata serta pelavanan
publik vang lebih berkualitas.

“Iadi, kalau atas dasarnya
mempercepat pelayanan, bagai-
aAna agar arah |nm1h;m]§ua1:m
bisa lebih baile. Tapi, di sisi lain,
kalau membebani negara de-
ngan begity besar, ini (peme-
karan} juga menjadi perhatian

khnsus,” kata Bahtra

Pertahankan moratorium

Dirgktur  Fksekotif  Komite
Pemantavan Pelaksanaam Oto
mimi Preerah (K P13 Hermian
Suparman memandang  mota
tarium pemekaran daerah tetap
perlu dipertalankan hingga eva
luasi DOB disampungkan, i
sanping itu, desain besar pe
mataan daersh juga haros jelas
dan sesual dengan peta kebu
tuhan masional, proyeksi jumlah
ideal dacrah, hingza basis ana
ligis dari demagrafi, ekonomi,
geograll. dan kapasitas Oskal

Pt grand desiyn penabaan
dacral ini mestinya bukan ka
rena usulan sporadis dari da-
crab, yoo Kami berharap, mes
kipun nanti sudah kelwar desain
besar penataan dacral ind, juga
tetap harus ails mass persiapan
Ini dipakai untuk melibat hasil
eviluasi dari hasil maratoriom
DOB tadl” katanya

Herman jugs mengingatkan,
pemckaran juga harus berda-
sarkan kebutuhan di - masy:
rakat. Peraturan terkait pena-
taan daerah ini, Janjutnga, juga
harus dipastikan dengan tujuan
untuk peningkatan pelayanan
publik dan peningkatan daya
saing, "Ini harus jadi miedset
semnita pemangku kepentingan,
tidak hanya di daerah, tetapi
Juga di lovel nasional " ujarnya.
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